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ABSTRAK 

  

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan Indonesia berada dalam keadaan darurat 

yang memerlukan penanggulangan segera. Adapun salah satu bentuk 

penanggulangan tersebut dapat dilakukan dengan pengadaan barang/jasa. Dalam 

hal keadaan darurat, pengadaan barang/jasa untuk menanggulangi pandemi Covid-

19 dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka 

Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). 

Pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat kerap menimbulkan risiko seperti 

kemahalan harga, Penyedia yang tidak kompeten, hingga praktik Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (KKN). Hal ini menyebabkan Pemerintah memiliki kekhawatiran 

dan keraguan untuk melakukan pengadaan barang/jasa di masa pandemi Covid-19, 

karena mempertimbangkan risiko-risiko tersebut. Keraguan Pemerintah untuk 

melaksanakan pengadaan barang/jasa tentu akan menghambat penanggulangan 

Covid-19 berikut dengan pembangunan nasional yang telah direncanakan oleh 

Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).  

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, manajemen risiko pengadaan, dan 

korelasi antara pengadaan barang/jasa dengan pembangunan nasional. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif 

dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute 

approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan melakukan penelaahan 

terhadap peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dituangkan ke dalam 

penulisan hukum ini.   

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perlu dibuat suatu 

pengaturan mengenai manajemen risiko pengadaan barang/jasa dalam keadaan 

darurat agar pelaku pengadaan memiliki pedoman berupa peraturan yang secara 

khusus mengatur mengenai manajemen risiko. Apabila segala risiko pengadaan 

barang/jasa dalam keadaan darurat dapat ditangani dengan baik, maka akan 

memiliki dampak positif terhadap RKP tahun 2021 yang fokus terhadap pemulihan 

kehidupan masyarakat dan roda perekonomian pasca Covid-19.  

 

Kata Kunci : Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat, Manajemen 

 Risiko, Pembangunan Nasional. 
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ABSTRACT 

 

The Covid-19 pandemic has put Indonesia in a state of emergency that requires a 

prompt response. One form of this prevention can be performed by procuring 

goods/services. In a state of emergency, procurement of goods/services to cope with 

the Covid-19 pandemic is carried out based on the provisions of the Government 

Goods/Services Procurement Policy Agency Regulation Number 13 of 2018 

concerning Procurement of Goods/Services in Emergency Management and 

Circular of the LKPP Number 3 of 2020 concerning Explanation For the 

Implementation of Procurement of Goods/Services in the Context of Handling 

Corona Virus Disease (Covid-19). Procurement of goods/services in an emergency 

often creates risks like expensive prices, incompetent providers, to the practice of 

corruption, collusion, and nepotism (KKN). This causes the Government to have 

concerns and doubts about procuring goods/services during the Covid-19 

pandemic due to the consideration related to these risks. The government's 

hesitation in carrying out the procurement of goods/services will certainly hinder 

the prevention of Covid-19 along with the national development that has been 

planned by the Government through the Long-term Development Plan (RPJP), the 

Medium-term Development Plan (RPJM), and the Government Work Plan (RKP). 

Writing this law aimed to identify and analyze the implementation of the 

procurement of goods/services in an emergency, procurement risk management, 

and the correlation between the procurement of goods/services and national 

development. The type of research used in writing this law was normative juridical 

using the statute approach method. The statute approach was carried out by 

examining regulations relating to legal issues as outlined in the writing of this law. 

Based on the results of research in the writing of this law, it is evident that 

regulations regarding risk management for the procurement of goods/services in 

an emergency are very much needed by procurement actors to overcome the risks 

that may arise when carrying out the procurement of goods/services in an 

emergency. It is to support the Government Work Plan in 2021 in which focuses on 

restoring people's lives and the wheels of the economy after Covid-19.  

 

Keywords : Procurement of Goods/Services in an Emergency, Risk 

 Management, National Development. 
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